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ABSTRAK 

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan serta 

merupakan bagian integral dari tata peradilan terpadu (integreted criminal justice 

system). Sedangkan Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting 

dalam upaya penanggulangan kejahatan. Narapidana yang dibina di Lapas juga 

mempunyai hak-hak yang bisa didapatkan, salah satunya yaitu hak Pembebasan 

bersyarat. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah juga 

membuat kebijakan pembebasan narapidana melalui program pembebasan 

bersyarat dan hak integrasi khusus masa pandemi. Seperti halnya yang ada di Lapas 

kelas II B Wonosari dan Bapas Wonosari. Saat ini, pelaksanaan pemberian hak 

pembebasan bersyarat di Lapas kelas II B Wonosari menggunakan 2 (dua) prosedur 

yaitu prosedur pembebasan bersyarat sebelum adanya pandemi Covid-19 dan pada 

saat pandemi Covid-19. Selain itu, Bapas Wonosari memiliki peran yang sangat 

penting karena Bapas mempunyai tugas pembinaan ketika mantan narapidana 

sudah kembali berbaur dengan masyarakat. Oleh karena itu terdapat pokok masalah 

sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat 

narapidana sebelum pandemi covid-19 dan pada masa pandemi covid-19 di Lapas 

Kelas II B Wonosari. 2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bapas Kelas 

II Wonosari terhadap narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. 

3) Bagaimana tanggapan masyarakat terkait reintegrasi sosisal narapidana yang 

memperoleh pembebasan bersyarat. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan yang menjadi fokus penelitian 

dan menganalisis data lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasi pokok 

permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara studi lapangan, dengan data primer didapat dari hasil 

wawancara dan observasi di Lapas Kelas II B Wonosari dan Bapas Wonosari, serta 

masyarakat tempat tinggal narapidana. Kemudian dianalisis menggunakan 

pendekatan yuridis empiris secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan 

penelitian. Selain itu, data juga kami peroleh dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, 

makalah dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan data sekunder didapat dari barbagai 

macam tulisan yang menunjang dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pelaksanaan pembebasan 

bersyarat di Lapas Kelas II B Wonosari yang menggunakan mekanisme prosedur 

sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi memiliki perbedaan, namun secara 

alur pengajuan mempunyai kesamaan. Sedangkan untuk pengawasan dan 

pembinaan yang dilakukan Bapas Wonosari terhadap mantan narapidana yang 

mendapatkan pembebasan bersyarat cukup efektif dengan memberikan program 

bimbingan peningkatan kepribadian dan kemandirian kepada narapidana baik 

secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (daring) yang bertujuan agar 

mantan narapidana atau klien mempunyai moral yang baik serta memiliki 

keterampilan untuk dapat bersaing di dunia kerja dengan bekal tersebut nantinya 

masyarakat juga dapat dengan mudah menerima kembali mantan narapidana di 

lingkungan tempat tinggalnya. 

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Lapas, Bapas 



 

ABSTRACT 

 Correctional is the final part of the criminal justice system and is an 

integral part of the integrated criminal justice system. While coaching prisoners is 

one of the most important parts in crime prevention efforts. Inmates who are 

fostered in prisons also have rights that can be obtained, one of which is the right 

to parole. In connection with the current rampant Covid-19 outbreak, the 

government has also made a policy of releasing prisoners through a parole program 

and special integration rights during the pandemic. As is the case in Class II B 

prisons in Wonosari and Wonosari prisons. Currently, the implementation of the 

granting of parole rights at the Wonosari Class II B Prison uses 2 (two) procedures, 

namely the parole procedure before the Covid-19 pandemic and during the Covid-

19 pandemic. In addition, the Wonosari Fathers have a very important role because 

the Fathers have the task of coaching when ex-convicts have returned to mingling 

with the community. Therefore, these are the main problems in Class II B Wonosari 

prision: 1) How is the implementation of the provision of parole for prisoners before 

the covid-19 and during the covid-19 period at the Class II B Wonosari prision. 2) 

How is the supervision carried out by the second class prisioner in Wonosari on 

prisoners who have recidived parole. 3) what is the community’s response to the 

social reintegration of prisioners who have received parole?. 

This research is a descriptive-analytic field research, namely by describing 

what is the focus of research and analyzing field data to observe and identify the 

main problems that are the focus of the research study. The data collection method 

was carried out by means of field studies, with primary data obtained from 

interviews and observations at the Class II B prisons in Wonosari and Wonosari 

penitentiary, as well as the community where the prisoners lived. Then analyzed 

using a comprehensive empirical juridical approach to obtain research conclusions. 

In addition, we also obtained data from law books, journals, theses, papers and other 

writings. While secondary data obtained from various kinds of writings that support 

this research. 

The results of this study indicate that the practice of carrying out parole at 

the Class II B Wonosari Prison which uses the procedure mechanism before the 

Covid-19 pandemic and during the pandemic has differences, but the flow of 

submissions has similarities. As for the supervision and guidance carried out by the 

Wonosari penitentiary for ex-convicts who received parole, it was quite effective 

by providing guidance programs to increase personality and independence to 

inmates both directly and through online media which aims to make ex-convicts or 

clients have good morals. and have the skills to be able to compete in the world of 

work with these provisions later on, the community will also be able to easily accept 

ex-convicts back in their neighborhood. 

 

Keywords: Parole, Prison, Penitentiary 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, dengan 

begitu setiap warga negara wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku 

demi tercapainya keamanan dalam bernegara.1 Dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan 

bahwa  Indonesia adalah negara hukum.2 Pasal tersebut bertujuan agar dapat 

terciptanya negara yang menjunjung tinggi keadilan, sehingga dapat 

terwujudnya tujuan negara Indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera.  

Negara Indonesia memiliki beberapa pembagian hukum, salah 

satunya yakni hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur 

tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan dapat menimbulkan pidana pada 

siapa saja yang melanggar aturan tersebut.3 Hukum pidana bertujuan untuk 

mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan, selain itu juga 

untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakannya 

kembali.4 Jadi pidana penjara merupakan suatu jenis sanksi atau hukuman

 
1 I Made Irvan Ariansyah Putra, dkk., Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) 

Pada Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19, 

Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm 260. 
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
3 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), hlm.70. 
4 Bemmelen, Hukum Pidana I, (Jakarta: Binacipta, 1984), hlm.37. 
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dalam hukum pidana yang di gunakan sebagai media penanggulangan masalah 

kejahatan.5 

  Pidana penjara selain digunakan sebagai media pemberian sanksi 

kepada pelaku kejahatan juga dijadikan sebagai tempat pembinaan narapidana 

agar narapidana yang telah menjalani sanksi pidananya bisa mendapatkan 

kualitas kehidupan yang lebih baik khususnya keterampilan yang dapat 

memberikan kemandirian secara ekonomi dan juga dapat kembali diterima di 

lingkungan masyarakat. Sehingga konsep pemberian sanksi sebagai balasan 

perbuatan narapidana telah digantikan dengan konsep dan istilah 

pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat pembinaan, pendidikan dan 

pengembangan yang lebih humanis agar nantinya tujuan dari pemidanaan itu 

sendiri dapat terealisasikan dengan maksimal. 

Pemasyarakatan merupakan suatu ujung tombak pelaksanaan asas 

pengayoman karena merupakan salah satu wadah untuk mencapai sebuah 

tujuan dengan melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.6 

Dengan begitu pemasyarakatan tidak membuat narapidana yang telah 

melakukan tindak kejahatan mendapatkan balasan atas perbuatannya, 

melainkan memberikan sebuah pembinaan atau arahan, pendidikan serta 

bimbingan. Hal tersebut juga telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa  tujuan 

pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana 

 
5 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cet. Ke-2, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2009), hlm. 2. 
6 Hakki Fajriando, Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Correction di Lapas Terbuka 

Kelas III Rumbai, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 3, November 2019, hlm. 323. 
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untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya ke masyarakat sebagai 

manusia yang lebih baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial, 

dan keagamaan sehingga dapat terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, 

tertib, dan damai.7  

Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan Warga 

Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga untuk melindungi 

masyarakat terhadap pengulangan tindak kejahatan oleh Warga Binaan 

Pemasyarakatan, dan juga merupakan salah satu penerapan yang tidak 

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Didalam sistem 

pemasyarakatan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien 

Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta 

dijamin hak-hak nya untuk tetap melak6sanakan ibadah, berhubungan dengan 

orang tua atau keluarga, memperoleh informasi, dan lain-lain.8 

Pembinaan juga memberikan upaya pemberian hak pembebasan 

bersyarat yang bertujuan supaya warga binaan dapat berinteraksi kembali 

dengan masyarakat lingkungan sekitar, dan menjadi manusia yang lebih baik 

lagi dan taat terhadap hukum.9 Adapun peraturan yang mengatur tentang 

pembebasan bersyarat yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara 

 
7 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, (Surakarta: Fakultas Hukum, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 320.   
8 Ach. Tahir, Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam 

Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, Jurnal 

Asy-Syir’ah Ilmu Hukum, Vol. 50, No. 1, Juni 2016, hlm.297. 
9 I Made Irvan Ariansyah Putra, dkk., Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) 

Pada Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19, 

Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, hlm 261. 
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Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.10 

Pada pelaksanaan pembebasan bersyarat peran lembaga 

pemasyarakatan (LAPAS) dan balai pemasyarakatan (BAPAS) sangatlah 

diperlukan. Lembaga pemasyarakatan atau Lapas merupakan suatu wadah  

untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak pidana. Beberapa 

macam metode pembinaan yang digunakan antara lain pembebasan bersyarat, 

cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pemberian remisi dan amnesti.11 

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi 

persyaratan yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Narapidana 

yang telah memenuhi syarat pembebasan bersyarat selanjutnya akan 

diserahkan kepada balai pemasyarakatan (BAPAS).  

Balai Pemasyarakatan atau BAPAS adalah unit pelaksana teknis di 

bidang pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi kemasyarakatan 

seperti pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.12 Selain itu Bapas 

juga bertugas sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan klien 

 
10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018.  
11 Qiwamuddin Tata Adi Sasmita, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi 

Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta), Skripsi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013. 
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
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pemasyarakatan, salah satunya adalah narapidana yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat.  

Pada tahun 2019 virus corona menyerang hampir di seluruh negara di 

dunia, virus ini berawal dari Negara China, Wuhan. Virus corona atau Covid-

19 masuk dan tesebar di beberapa wilayah Indonesia pada awal tahun 2020. 

Melihat kejadian tersebut pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang 

bertujuan untuk menahan laju penyebaran virus. Berbagai macam upaya dan 

solusi yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan dan penghambatan 

tertularnya masyarakat Indonesia dengan virus Covid-19.  Di samping itu 

terdapat Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana masyarakat memiliki hak 

untuk mendapatkan perlindungan dan dijamin kesehatannya oleh negara. 

Potensi penyebaran Covid-19 di ruang lingkup lapas tentu sangatlah 

tinggi, karena petugas lapas yang akan berinteraksi langsung kepada 

narapidana dan orang lain yang menjenguk. Sedangkan didalam lapas tidak ada 

jaminan jika narapidana dapat mengakses secara rutin dan teratur sarana 

kesehatan untuk mencegah penularan, dan melakukan physical distancing atau 

jaga jarak yang telah di anjurkan pemerintah. Melihat kondisi tersebut maka 

pemerintah membuat kebijakan pembebasan bersyarat narapidana di Indonesia 

sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir percepatan penularan Covid-19.  

Meskipun kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat 

namun pemerintah memastikan kebijakan ini tidak semata-mata memberikan 
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narapidana kebebasan begitu saja tetapi ada syarat dan prosedur yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut.  

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga berpendapat 

bahwa dikeluarkannya kebijakan tersebut sempat banyak dikhawatirkan oleh 

masyarakat yang berpikiran narapidana yang dibebaskan akan mengulangi 

kejahatan kembali dan kriminalitas akan meningkat, tetapi dengan adanya 

bukti data yang ada pada bulan April 2020 semenjak dari kebijakan tersebut 

dikeluarkan dari 38.882 narapidana hanya 0,12% (persen) yang melakukan 

kejahatan kembali sehingga awal pro kontra yang terjadi hanyalah asumsi 

masyarakat yang belum begitu paham terkait tersebut.13 

Aturan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat sebagai upaya 

untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 adalah Peraturan Menteri 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan 

Kepmenkumaham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang 

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan 

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

COVID-19 yang dalam pelaksanaanya terdapat beberapa perubahan dengan 

tujuan penyempurnaan peraturan yang ada. 

Menurut Ardiyana selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Lapas 

Kelas II B Wonosari narapidana yang telah menjalani masa tahanan selama 

setengah dari masa hukuman mendapatkan surat keputusan asimilasi, 

 
13 Ayu Purnama Sari & Mitro Subroto, Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat 

(Pb) Kepada Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal 

Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 574. 
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sedangkan narapidana yang menjalani 2/3 masa tahanannya mendapatkan 

pembebasan bersyarat. Hal tersebut dilakukan bukan karena adanya kelebihan 

kapasitas di Lapas Kelas II B Wonosari. Dalam hal ini Lapas juga melibatkan 

Balai Pemasyarakatan atau Bapas untuk memberikan pengawasan serta 

pembinaan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pembebasan 

bersyarat.14 

Pada tahun 2020 sampai 2021 terdapat 42 narapidana yang 

mendapatkan pembebasan bersyarat. Lapas Kelas II B Wonosari memberikan 

hak pembebasan bersyarat kepada narapidana pada masa pandemi Covid-19 

buukan karena adanya kelebihan kapasitas Lapas melainkan lebih kepada 

penanggulangan dan pencegahan penularan virus Covid-19 didalam 

lingkungan lapas atau rutan. Hal ini memiliki pertimbangan kemanusiaan agar 

tidak terjadi ledakan infeksi kasus Covid-19 di Lapas atau Rutan mengingat 

keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga medis, dan obat-obatan.15 

Kebijakan pembebasan bersyarat narapidana yang terkait dengan 

adanya Covid-19, pemerintah menetapkan adanya program asimilasi dan hak 

integrasi. Program asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak 

pidana yang dilakukan dengan membaurkan kembali ke masyarakat. 

Sedangkan hak integrasi yaitu meliputi pemberian pembebasan bersyarat 

narapidana, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana. 

 
14 David Kurniawan, Napi Bebas di Ruttan Wonosari Jadi 51 Orang, 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/12/513/1039023/napi-bebas-di-rutan-wonosari-

jadi-51-orang, diakses pada 20 Desember 2021. 
15 Wawancara dengan Bapak Bondan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Kelas II B Wonosari, 5 Maret 2022. 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/12/513/1039023/napi-bebas-di-rutan-wonosari-jadi-51-orang
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/12/513/1039023/napi-bebas-di-rutan-wonosari-jadi-51-orang
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Narapidana yang dapat mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi 

adalah narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan di dalam 

lapas dan telah menjalani setengah masa pidana.16 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan 

pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas II B Wonosari dan 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bapas Kelas II Wonosari serta 

tanggapan dari masyarakat tentang adanya reintegrasi sosial narapidana yang 

telah memperoleh pembebasan bersyarat. Maka judul yang dianggap 

respresentatif dengan program studi Ilmu Hukum adalah “Pelaksanaan 

Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebelum Pandemi Covid-19 dan 

Dimasa Covid-19 (Studi di Lapas Kelas II B Wonosari dan Bapas Kelas II 

Wonosari)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk merumuskan permasalahan yang dikaji lebih rinci. Adapun 

rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana 

sebelum pandemi covid-19 dan dimasa covid-19 di Lapas Kelas II B 

Wonosari? 

 
16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam  Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 
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2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Wonosari 

terhadap narapidana yang telah mendapat pembebasan bersyarat? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait reintegrasi sosial narapidana 

yang memperoleh pembebasan bersyarat? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut 

tujuan dari penelitian: 

a. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat 

narapidana sebelum pandemi dan pada masa pandemi di Lapas Kelas 

II B Wonosari. 

b. Untuk memahami pengawasan yang dilakukan oleh Bapas Kelas II 

Wonosari dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. 

c. Untuk memahami bagaimana tanggapan masyarakat terkait 

reintegrasi sosial narapidana yang memperoleh pembebasan 

bersyarat. 

2. Manfaat Penelitian 

Skripsi ini diharapkan dapat memebrikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis, adapun manfaat secara teoritis dan praktis: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan bagi para pembaca terkait pelaksanaan pembebasan 
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bersyarat narapidana sebelum pandemi Covid-19 dan dimasa Covid-

19.  Serta dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dan dapat 

dijadikan sumber informasi bagi peneliti. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang pelaksanaan 

pembebasan bersyarat bagi narapidana sebelum pandemi Covid-

19 dan pada masa Covid-19. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum 

tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana 

sebelum pandemi Covid-19 dan dimasa Covid-19. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka atau kajian pustaka merupakan proses yang harus 

dilalui untuk mendapatkan teori atau penelitian terdahulu dan mencari 

kepustakaan yang terkait dengan tugas penulis yang akan dilakukan dan akan 

dipergunakan dalam keperluan penelitian. 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Viki Irwanto dengan judul “ 

Evektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana dalam Masa 

Pandemic Covid-19 (Studi Kasusu Lapas Kelas II A Jambi”. Dalam skipsi ini 

membahas tentang evektifitas dan hambatan yang terkait pembebasan 

bersyarat dimasa pandemi Covid-19, serta dampak dari bersyarat tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang di 
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lakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas II 

A Jambi. Hasil dari penelitian tersebut narapidana yang telah mendapatkan 

pembebasan bersyarat di Lapas umumnya sudah dipandang berkelakuan baik, 

dengan demikian pembinaan dengan pembebasan bersyarat dapat dikatakan 

efektif17  

Kedua, Jurnal yang disusun oleh I Made Irvan Ardiansyah Putra, dkk 

dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Pada 

Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa 

Pandemi Covid-19”. Dalam jurnal ini membahas tentang analisa pengaturan 

hukum sistem pembinaan narapidana dengan cara pemberian hak pembebasan 

bersyarat serta hambatan yang dialami ketika pelaksanaan pemberian 

pembebasan bersyarat pada masay pandemi Covid-19. Dalam jurnal ini 

menggunakan metode pendekatan empiris hasil yang terdapat dalam jurnal ini 

adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang 

digunakan sebagai dasar hukum pembebasan bersyarat di Rutan Kelas II B 

Gianyar dan mengalami beberapa hambatan diantaranya adanya narapidana 

yang melanggar aturan disiplin serta kekhawatiran masyarakat terpapar virus 

Covid-19 dari narapidana.18  

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Meldio Rijuanda, dkk dengan judul 

“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana dalam Pencegahan dan 

 
17 Viki Irwanto, Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana dalam Masa 

Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Lapas Kelas II A Jambi), Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi, 2021). 
18 I Made Irvan Ariansyah, dkk., Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Pada 

Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Covid-19, Jurnal 

Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Juli 2021. 
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Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan”. Jurnal 

ini membahas pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat dan juga 

hambatan serta upaya untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran 

Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan pelaksanaan hukum pembebasan 

bersyarat di masa Covid-19. Dalam jurnal ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan menunjukkan hasil 

hambatan hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan 

dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas adalah hambatan internal 

dan eksternal, dan menggunakan pengaturan hukum berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04/2020.19  

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Daffa Yustia dan Jeremias Palito 

dengan judul “Kebijakan Pembebasab Bersyarat Massal dalam Rangka 

Penanganan Overcrowding Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dan 

Negara-Negara Eropa”. Dalam jurnal ini membahas tentang keseuaian dalam 

penerapan pembebasan bersyarat di Indonesia dengan kerangka hukum pidana 

pada pandemi Covid-19 serta membandingkan berlakunya kebijakan 

pembebsan bersyarat narapidana yang diakibatkan oleh overcrowding di 

Indonesia dan Eropa. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis 

normatif. Pada jurnal tersebut menghasilakan pemebebasan secara bersyarat 

telah sesuai dengan perturan pernundang-undangan serta perbandingan hukum 

 
19 Meldio Rijuanda, dkk., Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal 

Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 3, September 2021. 
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pidana di Indonesia tidak hanya memegang peran penting namun turut 

berpartisiapsi dalam penanganan masalah yang muncul.20. 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Michele Deitch, dkk yang berjudul 

“Dead Men Waiting: A Brief Profile of  Deaths in Texas Prisons Among People 

Approved for Parole Release”. Jurnal ini membahas tentang sistem 

pembebasan bersyarat negara bagian dan mengapa orang yang memenuhi 

pedoman persetujuan Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Texas 

(BPP) bisa mati sebelum di bebaskan dan menunjukkan hasil bahwa kematian 

diantara orang-orang yang disetujui mendapatkan hak pembebasan bersyarat 

meningkat selama periode Covid-19.21  

Berbeda dari penelitian sebelumnya penulis akan membahas tentang 

pelaksanaan pembebasan berysarat di Lapas Kelas II B Wonosari sebelum 

pandemi dan pada masa pandemi dan pengawasan yang dilakukan oleh  Bapas 

terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat serta tanggapan 

masyarakat tentang reintegrasi sosial narapidana yang memperoleh 

pembebasan bersyarat.   

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori  Pemidanaan 

 
20 Daffa Yustia dan Jeremias Palito, Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam 

Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi Covid-19 di Indoneisa dan  Negara-Negara 

Eropa, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, No. 1, 2021. 
21 Daffa Yustia dan Jeremias Palito, Dead Men Waiting: A Brief Profile of  Deaths in Texas 

Prisons Among People Approved for Parole Release, Jurnal Universitas The University of Texas at 

Austing, Juni 2021. 
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Pada umumnya teori pemidanaan dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) golongan yaitu: 

a. Teori absolut atau pembalasan (Vergeldingstheorie) 

Teori absolut atau pembalasan merupakan suatu dasar 

hukuman yang harus dicari dari tindak  kejahatan itu sendiri, karena 

akibat dari kejahatan itu sendiri dapat menimbulkan penderitaan dan 

kerugian bagi orang lain, sehingga pelaku kejahatan harus menerima 

pembalasan dari perbuatannya.22 Jadi dapat disimpulkan bahwa teori 

absolut merupakan suatu bentuk pembalasan yang di lakukan oleh 

negara dengan tujuan untuk menderitakan pelaku tindak kejahatan dan 

memberikan efek jera sehingga akan menimbulkan rasa puas bagi 

orang yang telah di rugikannya. 

Teori absolut atau pembalasan dibagi menjadi 2 (dua) 

macam, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. 

Pembalasan subjektif merupakan pembalasan yang ditujukan terhadap 

pelaku kejahatan. Sedangkan pembalasan objektif merupakan suatu 

bentuk pembalasan yang diciptakan untuk memenuhi perasaan balas 

dendam masyarakat terhadap pelaku kejahatan.23 

b. Teori relatif atau teori tujuan 

Teori relatif atau tujuan tercipta sebagai reaksi dari teori 

absolut, karena menurut teori ini tujuan pidana secara garis besar 

 
22 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 

105. 
23 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31. 
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bukanlah hanya sekedar pembalasan, namun untuk menciptakan 

ketertiban di masyarakat. Teori ini berasaskan pada tiga tujuan utama 

pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan 

preventif adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara 

memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuan detterence 

adalah menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. 

Sedangkan tujuan reformatif  adalah untuk mengubah pelaku dengan 

dilakukannya pembinaan dan pengawasan yang kemudian dapat 

kembali melanjutkan hidup sesuai dengan norma dan nilai-nilai 

masyarakat.24 

c. Teori Integratif atau Gabungan 

Kemunculan teori integratif atau gabungan ini sebagai jalan 

keluar dari teori absolut dan teori relatif karena belum memberikan 

hasil yang memuaskan. Dalam teori ini tujuan pidana dimaksudkan 

untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban bukan 

hanya sekedar membalas kesalahan pada penjahat. Terdapat 

perbedaan pendapat mengenai tujuan pidana, namun terdapat satu hal 

yang tidak dapat di ubah, yakni pidana merupakan salah satu cara 

untuk mencegah adanya kejahatan dan memperbaiki narapidana. 

Begitu juga dengan pidana penjara merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki narapidana supaya menjadi manusia yang berguna di 

masyarkat. Dalam teori ini terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu, 

 
24 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142. 
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teori integratif yang menitik beratkan pada pembalasan, teori 

integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib 

masyarakat, dan teori integratif yang menganggap harus ada 

keseimbangan antara kedua hal di atas. 25 

Dalam hal ini Muladi berpendapat tentang perpaduan antara 

tujuan pemidanaan yang dirasa cocok dengan pendekatan sosiologis, 

ideologis, dan yuridis filosofis yang dilandasi dengan pikiran bahwa 

tindak pidana adalah sebuah gangguan terhadap keseimbangan, 

keselarasan dan  keserasian dalam kehidupan masyarakat yang 

berakibat pada kerusakan individual ataupun masyarakat. Adapun 

tujuan pemidanaan yakni, Pencegahan (umum dan khusus),  

Perlindungan Masyarakat, Memelihara solidaritas masyarakat, 

Pengimbalan atau pengimbangan. 26 

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan 

pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54, yaitu: 

1) Pemidanaan bertujuan: 

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

 
25 Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana 

Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 24. 
26 Muladi dan Barda Nawawi,  Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), 

hlm. 61. 
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b) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan 

pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 

dalam masyarakat; 

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; 

e) Memaafkan terpidana. 

2) Pemidanaan tidak dimasukkan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

Teori gabungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan 

antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku 

kejahatan.  Teori ini lahir karena adanya ketidak puasan terhadap 

gagasan teori pembalasan yang berunsur positif dari kedua teori 

tersebut dan kemudian dijadikan titik tolak.27 

2. Teori Reintegrasi 

Pengertian reintegrasi sosial menurut Sakidjo adalah proses 

terciptanya aturan-aturan dan nilai-nilai baru untuk penyesuaian diri 

dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.28 

Soerjono Soekamto juga berpendapat bahwa reintegrasi merupakan 

tahapan dibentuknya norma-norma dan nilai-nilai yang baru pada diri 

 
27 Usman, Analisis Perkembanga Teori  Hukum Pidana, (Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hlm. 

76. 
28 Sakidjo,dkk, Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Penigkatan Integrasi 

Sosial di Daerah Rawan Konflik, (Jakarta: Departement Sosial RI, Badan Pelatihan dan 

Pengembangan Sosial, 2002), hlm. 8-9. 
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seorang mantan narapidana agar sesuai dengan nilai-nilai dalam 

masyarakat agar mudah untuk kembali beradaptasi.29 Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa reintegrasi merupakan aturan-aturan baru untuk 

penyesuaian narapidana kembali kepada masyarakat. Tahap integrasi 

dapat dilakukan jika aturan-aturan dan nilai-nilai baru telah di 

institutionalized dalam diri masyarakat. Berhasil atau tidaknya proses 

institutionalized tersebut dapat dilihat dengan cara : 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 =

Efektifitas (kekuatan menentang − menanam)

dari Masyarkat

Kecepatan Menanam
 

Istilah efektifitas menanam merupakan hasil positif dari adanya 

penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode dalam 

menananmkan nilai baru di masyarakat. Namun setiap usaha menanam 

sesuatu yang baru pasti dapat mengalami reaksi dari beberapa golongan 

masyarakat yang merasa dirinya dirugikan. Kekuatan menentang dari 

masyarakat tersebut berdampak negarif terhadap tingkat keberhasilan 

proses institutionalized. Sedangkan apabila masyarakat merasa bahwa 

mereka tidak dirugikan atau bahkan merasa keuntungan yang diperoleh 

daripadanya masih lebih besar dari kerugian maka dengan sendirinya 

mereka akan tinggal dalam kehidupan kelompok yang bersangkutan.30 

3. Teori Pembinaan Narapidana 

 
29 Soejarno Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja 

Gravindo, 2013), hlm. 293. 
30 Asisah, Program Reitegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II 

A Narkotika Cipinang Jakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 

hlm. 25. 
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 Herbert L.Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan 

konseptual mengenai tujuan pemidanaan yaitu pandangan retributive dan 

pandangan utilitarian.31 Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan 

sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan 

oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya 

sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar 

tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan 

bersifat melihat kebelakang (backward-looking).32  

 Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 

kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin 

dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pemidanaan 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan 

dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 

dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini 

dikatakan berorientasi kedepan (forward-looking) dan sekaligus 

mempunyai sifat pencegahan (detterence).33 

             Konsepsi Pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan 

tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu 

methodology dalam bidang “Treatment of Offender”. Sistem 

pemasyarakatan bersifat multilateral orientasi, dengan pendekatan yang 

berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang 

 
 31 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, (Jakarta: 

Elsam, 2005), hlm. 8. 

 32 Ibid., 

 33 Ibid., 
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bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat, sebagai 

suatu keseluruhan. Secara singkat sistem pemasyarakatan adalah 

konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana 

pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.34 

 Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama 

pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi 

Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964 pembinaan 

narapidana dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Mengenai 

adanya gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana tersebut 

dicetuskan oleh Sahardjo seorang akademisi dalam pidato pengukuhannya 

sebagai Doctor Honoris Causa di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963.35 

 Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan 

landasan sistem pemasyarakatan yaitu:36 

 “Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan 

jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat 

diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga 

yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata 

bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari 

Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan 

dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, 

 
 34 Rhigetti Kheym, Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Besi Nusakambangan), Thesis Universitas Diponegoro 

Semarang, 2012, hlm. 42. 

 35 Harsono. C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 1. 

 36Ibid., Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Besi Nusakambangan), hlm. 13 
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melainkan pidana kehilangan kemerdekaan… Negara telah 

mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan 

mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban 

terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.”  

 Jadi pokok pemikiran Sahardjo bahwa bukan saja masyarakat 

yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga menjadi kewajiban 

untuk memberikan bimbingan kepada narapidanaa sebab seorang 

narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak, tidak perlu ditambah 

lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain, agar ketika tiba waktunya 

untuk kembali ke masyarakat dapat kembali bersosialisasi dan berbaur 

dengan baik. 

 Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga 

binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, 

klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan 

tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya 

dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.  

 Dalam perkembangan pembinaan pelaku kejahatan secara 

teurapetik psikologis tampak mengalami perubahan yang berarti 

perkembangan pembinaan pelaku kejahatan ini merupakan tuntutan 

perlindungan HAM bagi narapidana dan pada sisi lain, terjadi pendekatan 

yang keliru dan tidak manusiawi dalam praktekpraktek pemahaman 
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terhadap kondisi psikis narapidana (dalam rangka pembinaan 

kejiwaannya).37 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan 

data yang erat kaitannya dengan penelitian, dalam hal ini yaitu Lapas Kelas 

II B Wonosari dan Bapas Klas II Wonosari. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini 

merupakan penelitian yang bersifat diskriptif-analitik. Adapun yang di 

maksud diskriptif analitik adalah suatu metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendiskripsikan suatu objek di Lapas Kelas II B 

Wonosari dan Bapas Kelas II Wonosari yang diteliti berdasarkan sumber 

atau data yang telah ada 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang 

bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data 

sekunder terlebih dahulu seperti perundang-undangan, jurnal, buku, dan 

 
 37 Paulus Hadisuprapto, Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem 

Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, 2002. 
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lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan 

seperti wawancara.  

4. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari hasil 

wawancara dengan narasumber di Lapas Kelas II B Wonosari, Bapas 

Kelas II Wonosari, Klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat 

dan masyarakat. Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk 

memberikan pemahaman yang jelas, lengkap, dan komperhensif. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal, situs internet, media masa, dan kamus 

serta data yang tersedia.  

c. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data diantaranya: 

1) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang akan diteliti guna mendapatkan suatu fakta atau 

informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 

2) Wawancara 
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Suatu metode tanya jawab secara lisan untuk memperoleh 

informasi. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang 

berbeda dalam wawancara, yakni satu pihak yang berkedudukan 

sebagai penanya atau pencari informsi, sedangkan pihak yang lain 

sebagai pemberi informasi atau responden.38 Narasumber dalam 

wawancara ini ditujukan pada Lapas Kelas II B Wonosari, Bapas 

Kelas II Wonosari dan juga tokoh- tokoh masyarakat. 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk memperoleh data atau informasi dari dokumen, buku, 

gambar, dan lain-lain untuk mendukung suatu penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan 

menyusun secara sistematis dengan data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah di dapatkan 

sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya menjadi sebuah bahan 

informasi. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis 

menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang selanjutnya 

akan di analisis dan di jadikan sebuah kesimpulan yang sesuai. 

  

 
38 Ronny Hanitijo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm. 24. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat 

Narapidana di Lapas Kelas II B Wonosari dan Bapas Kelas II Wonosari 

Sebelum Pandemi Covid-19 dan Dimasa Covid-19” akan di susun dalam lima 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I, membahas tentang pendahuluan yang didalamnya mencakup 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II, pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum 

pembebasan bersyarat narapidana sebelum pandemi Covid-19 dan pada masa 

Covid-19. Dalam bab ini membahas mengenai penjelasan terkait rutan, bapas, 

pembinaan, pembebasan bersyarat, narapidana, Pandemi, dan Tim pengamat 

pemasyarakatan. 

BAB III, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran 

umum Lapas Kelas II B Wonosari dan Bapas Kelas II Wonosari yang meliputi: 

letak geografis dan sejarah singkat bedirinya lapas dan bapas, visi misi, struktur 

organisasi dan tugas staf, sarana dan fasilitas, dan jumlah dan klasifikasi 

narapidana. 

BAB IV, dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan analisis 

tentang pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di 

Lapas Kelas II B Wonosari dan Bapas Kelas II Wonosari dan juga tanggapan 

masyarakat tentang reintegrasi sosial narapidana yang memperoleh 

pembebasan bersyarat. 
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BAB V, adalah penutup, yang akan menjelaskan tentang kesimpulan 

serta saran yang dari penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka 

dapat diambil kesimpulan menjadi beberapa poin di antaranya yaitu: 

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II B Wonosari yang 

dilakukan sebelum pandemi Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19 

mempunyai beberapa perbedaan di antaranya jenis tindak kejahatan yang 

diberikan hak pembebasan bersyarat tidak sama, pada masa pandemi 

hanya tindak pidana tertentu yang dapat mengajukan pembebasan 

bersyarat. Dan juga pada saat pandemi, narapidana bisa mengajukan 

asimilasi di rumah sekaligus pembebasan bersyarat dalam satu waktu yang 

tidak bisa dilakukan pada saat sebelum pandemi. Sedangkan untuk 

prosedur pengajuan pembebasan bersyarat baik sebelum pandemi dan 

sesudah pandemi memiliki alur yang sama. 

2. Balai Pemasyarakatan (Bapas) selain mempunyai tanggung jawab 

pengawasan juga diberikan tugas pembinaan terhadap klien yang sudah 

diberikan hak pembebasan bersyarat dan kembali ke tempat tinggalnya. 

Balai Pemasyarakatan Wonosari memberikan fokus bimbingan kepada 

klien yang meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian 

dengan tujuan utama klien dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta 

mandiri secara ekonomi. 
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3. Tanggapan atau respon beberapa masyarakat terkait kembalinya mantan 

narapidana Lapas Kelas II B Wonosari ke lingkungan mereka  masyarakat  

memberikan kesan positif dan mau menerima serta bersosialisasi kembali 

seperti biasanya. Mantan narapidana juga mudah berbaur kembali dan 

dapat mengikuti kegiatan sosial di lingkunganya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis ingin 

memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Pihak Lapas Kelas II B Wonosari selain melaksanakan ketentuan yang 

diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemberian hak 

pembebasan bersyarat, semestinya juga memperhatikan serta 

memaksimalkan sarana dan prasarana yang dirasa kurang seperti klinik di 

dalam Lapas, petugas medis, obat-obatan, masker, ruang isolasi dan juga 

tempat mencuci tangan sehingga narapidana yang berada di dalam Lapas 

dapat terhindar dari penyakit maupun virus. 

2. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Wonosari dapat memberikan intensitas 

lebih untuk pengawasan dan penambahan bimbingan yang lebih 

bervariatif sehingga klien atau mantan narapidana memiliki pilihan sesuai 

dengan minat bakat mereka serta dapat menciptakan kemandirian di 

bidang ekonomi dan juga menumbuhkan kepribadian yang lebih baik. Dan 

juga masih diperlukanya sosialisasi dari pihak Bapas kepada masyarakat 
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tempat tinggal mantan narapidana agar terciptanya kesepahaman dan 

kondusifitas apabila mantan narapidana dikembalikan di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

3. Masyarakat yang tinggal bertetangga dengan mantan narapidana dapat 

menerima kembali mantan narapidana di lingkunganya sekaligus 

membantu pihak Bapas dalam proses pengawasan dan pembinaan         

sehingga mantan narapidana merasa diterima dan dipedulikan dengan 

harapan tidak mengulangi kejahatan di kemudian hari.
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